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ABSTRAK 

Afrizal Agusti (2023) :    “Penetapan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pada     

Harga Minyak Goreng Ditinjau Menurut Fiqih 

Muamalah (Studi Kasus Kotabaru Kecamatan 

Keritang)” 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan harga eceran tertinggi 

(HET) pada penetapan harga minyak goreng ditinjau menurut hukum fiqih 

Muamalah (Studi Kasus Kotabaru Kecamatan Keritang). Penetapan harga eceran 

tertinggi (HET) atau maximum retail price adalah menetapkan  harga yang telah 

ditetapkan sehingga harga pada minyak goreng dan para pedagang tidak boleh 

menaikan harga diatas harga eceran Tertinggi (HET). HET ditetapkan oleh 

produsen dan pengecer untuk menjual produk dengan harga di bawah HET. Harga 

mengalami kenaikan dikarenakan pencabutan harga eceran tertinggi (HET) pada 

minyak di desa kotabaru keritang. Ditinjau dalam hukum islam tentang penetapan  

harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng dilarang didalam Al-

Qur‟an dan hadist.  

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah  

bagaimana penetapan  harga eceran Tertinggi (HET) pada  harga minyak goreng. 

Bagaimana tinjauan menurut fiqih muamalah terhadap harga minyak goreng.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu suatu 

metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa 

yang dialami oleh subjek peneliti. Penelitian ini menggunakan informan. 

Informan penelitian ini sebanyak 10 pedagang dan dengan menggunakan total 

sampling dimana pengambilan sampelnya adalah keseluruhan informan. Maka, 

pengambilan sampel sebanyak 10 pedagang. 

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penetapan  harga eceran 

tertinggi (HET) pada  harga minyak goreng di desa Kotabaru Kecamatan Keritang 

sudah terlaksana sepenuhnya. Dikarenakan, banyak pedagang yang menetapkan 

harga minyak goreng diatas harga eceran tertinggi (HET). Karena harga eceran 

tertinggi untuk minyak goreng eceran saja adalah Rp. 14.000. Jika masyarakat 

menetapkan harga di atas harga eceran tertinggi mengakibatkan rusaknya harga 

minyak goreng di pasaran. Sehingga, daya beli masyarakat terhadap minyak 

goreng sangat sulit dan untuk mendapatkan saja minyak tersebut dengan harga 

yang tinggi jauh dari harga eceran tertinggi nya.. Sementara itu pada minyak 

goreng curah mesti sudah ditetapkan HET sebesar Rp 14.000 per liter, harga 

terpantau naik 12,58 persen mtm dari Rp 15.900 menjadi Rp 17.900 per liternya. 

Harga minyak goreng di kotabaru keritang mengalami kenaikan di harga minyak 

goreng curah Rp. 16.000 per liter sedangkan masih banyak para pedagang 

menjual dengan harga diatas Rp. 16.000. 

 

Kata kunci : Penetapan Harga Eceran Tertinggi, Minyak Goreng, Fiqih    

Muamalah 
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KATA PENGANTAR 
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Eceran Tertinggi (HET) Pada Penetapan Minyak Goreng Ditinjau Menurut 

Fiqih Muamalah (Studi Kasus Kotabaru Kecamatan Keritang). merupakan 

hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat 

gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi 

Strata Satu (S1) Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 Shalawat dan salam  senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 
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Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata 

sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. 

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, 

dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung  dari berbagai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah      

   Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang 

yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah 

jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk 

produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. 1  Harga juga 

dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang 

dapat diukur dengan uang.2            

HET atau maximum retail price adalah sebuah harga eceran tertinggi 

yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual pada suatu negara. 

HET ditetapkan oleh produsen dan pengecer diperbolehkan untuk menjual 

produk dengan harga di bawah HET. Sejatinya, HET hanyalah harga 

rekomendasi dan berbeda dengan harga eceran resmi sehingga HET tidak 

dapat ditegakkan oleh undang-undang. Karena tidak diatur oleh undang-

undang, HET biasanya diatur dalam peraturan-peraturan, seperti peraturan 

daerah ataupun peraturan menteri atau bisa juga diatur dalam suatu surat 

keputusan. 
3
      

                                                 
 
1
 Khodijah Ishak, Penetapan Harga Ditinjau Dari Perspektif Islam, (Bengkalis, Riau, 

2005), h. 36 

 
2
 Ibid. 

3
 Eiben Heizer, “Alasan Pmerintah Cabut HET Minyak Goreng, Apa itu Harga Ecerean 

Tertinggi?”, artikel dari https://bisnis.tempo.co/read/1572687/alasan-pmerintah-cabut-het 

minyak-goreng-apa-itu-harga-ecerean-tertinggi/.  Diakses 12 Maret 2023 

 

https://bisnis.tempo.co/read/1572687/alasan-pmerintah-cabut-het%20minyak-goreng-apa-itu-harga-ecerean-tertinggi/
https://bisnis.tempo.co/read/1572687/alasan-pmerintah-cabut-het%20minyak-goreng-apa-itu-harga-ecerean-tertinggi/
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         Berdasarakan hal tersebut, dapat dilihat bahwa aturan mengenai 

HET atau harga eceran tertinggi minyak goreng bisa dalam skala daerah 

maupun nasional tergantung ruang lingkup kebijakan yang dikeluarkan.
4
 

          Pada Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen dengan 

kontribusi minyak goreng sebesar 0,04 persen. Hasil survei dari 90 kota di 

Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai inflasi tersebut 

tertinggi sejak Mei 2019 yang pada saat itu mencapai 0,68 persen.  

     Minyak goreng memberikan andil cukup besar 0,04 persen karena 

pemerintah mencabut peraturan terkait penetapan HET sehingga harga 

diserahkan ke mekanisme pasar dan menunjukkan inflasi di Maret 2022 

daripada Februari 2022,”. Sesuai arahan Presiden, Kementerian 

Perdagangan (Kemendag) per 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan 

Menteri Perdagangan (Permendag) No 11 tahun 2022 yang mencabut 

ketentuan HET Permendag No 06 tahun 2022 tentang Penetapan Harga 

Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Permendag No 11 tahun 2022 tersebut 

baru dan diundangkan, berlaku sejak diundangkan.
5
  

Pada harga minyak goreng kemasan premium terjadi kenaikan 

tertinggi secara bulanan sebesar 44,51 persen menjadi Rp 25.000 per liter. 

Menyedihkannya lagi, hanya dalam waktu satu minggu sejak 15 Maret 2022 

harga naik 36,61 persen dari Rp 18.300 menjadi Rp 25.000 per liter. 

Sementara itu pada minyak goreng curah mesti sudah ditetapkan HET sebesar 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Hardani Tryoga, “Mendag Sebut Pencabutan Het Minyak Goreng Sesuai Arahan 

Jokowi”, artikel dari  https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1458445-mendag-sebut-pencabutan-het-

minyak-goreng-sesuai-arahan-jokowi. Diakses pada 12 maret 2023. 

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1458445-mendag-sebut-pencabutan-het-minyak-goreng-sesuai-arahan-jokowi
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1458445-mendag-sebut-pencabutan-het-minyak-goreng-sesuai-arahan-jokowi
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Rp 14.000 per liter, harga terpantau naik 12,58 persen mtm dari Rp 15.900 

menjadi Rp 17.900 per liternya.
6
   

        Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati 

Bidang Kepakaran Ilmu Ekonomi Islam, Prof Yadi Janwari mengatakan, 

kenaikan harga di sejumlah harga secara teoritis merupakan bagian dari 

kejian mekanisme pasar.  Mekanisme pasar sendiri digambarkan dengan 

produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga barang. 
7
  

Dalam hadits Anas bin Malik disebutkan, 

مِنْكُمْ يطُاَلبُِنِِ  وَإِنِّّ لَأرْجُو أَنْ ألَْقَى اللَََّّ وَلَيْسَ أَحَد  إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازقُِ 
   لٍ بِظَْلَمَةٍ فِِ دَمٍ وَلَا مَا

Artinya:“Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan 

harga, Dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Aku harap 

dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari 

kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan 

harta.” (HR. Abu Daud no. 3451, Tirmidzi no. 1314, Ibnu Majah 

no. 2200. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Al 

Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih). 
 

Dari Riwayat dari Sahabat Anas bin Malik adalah mengenai masalah 

tas‟iir atau membatasi harga. Ada dua macam tas‟iir:   

1. Bila harga barang di pasaran dibatasi dengan zalim. Padahal para 

pedagang menjual dengan harga yang wajar. Kalaupun terjadi kenaikan 

harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau karenanya besarnya 

demand (permintaan). Membatasi harga dalam kondisi ini termasuk bentuk 

kezaliman karena ada paksaan tanpa jalan yang benar. 

                                                 
6
 Ibid. 

7
 Rahmah Hikmah, “Pandangan Islam Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng”, 

artikel dari  https://akurat.co/pandangan-islam-terhadap-kenaikan-harga-minyak-goreng. Diakses 

pada 12 Maret 2023 

https://akurat.co/pandangan-islam-terhadap-kenaikan-harga-minyak-goreng
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2. Bila harga barang dibatasi di pasaran dengan adil. Pembatasan harga di 

sini dapat terjadi ketika masyarakat sangat butuh dengan barang tersebut, 

lalu barang dijual dengan harga yang tinggi dan tidak masuk akal. Maka 

orang yang punya wewenang di pasar membatasi harga supaya tidak 

melonjak tinggi. Pembatasan di sini bertujuan untuk tidak menyusahkan 

orang banyak lantaran kenaikan harga kebutuhan penting mereka. 

Dibatasilah dengan harga tertentu, jadinya setiap pedagang harus menjual 

dengan harga semisal itu. Tatkala harga dibatasi demikian, maka wajib 

diikuti.8    

Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan 

menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah 

haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan 

menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan 

menzalimi penjual.  Hadis Rasulullah di atas seolah-olah mampu menembus 

teori mekanisme pasar (market mechanism) pada era sekarang, yaitu 

kecenderungan di pasar bebas. "Karena Nabi mengatakan yang memiliki hak 

untuk menetapkan harga tersebut hanyalah Allah SWT," ucapnya. Oleh 

karena itu, dari hadis di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa, negara atau 

pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi di dalam 

penentuan harga. Ketetapan harga tersebut adalah mekanisme pasar. 

    Didalam Surat An-Nisa (4) : 29, menjelaskan bagaimana pencabutan 

harga eceran tertinggi (HET) pada penetapan harga minyak goreng menurut 

                                                 
8
  Muhammad Al Musyaiqih, Al Mushtashor fil Mu’amalat,  (Ar Rusyd: Cetakan Tahun 

1431 H), h. 25-26 
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fiqih muamalah (studi kasus di desa kotabaru kecamatan keritang).   
 Surat An-Nisa (4): 29, 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَِِارَةً عَنْ تَ رَاضٍ   يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ  وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ  ۚ  نْكُمْ مِ   

 

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”
.9

 

 

   Berdasarkan penafsiran ibnu Abbas ayat di atas dengan tegas 

melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan 

jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan 

batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta 

orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, 

memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut 

Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada 

pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang 

dilarang syara‟, yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling 

“berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. 

Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara‟.
10

    

  Makna ayat ini adalah bahwa hendaknya kita tidak memakan harta 

hak milik orang lain. Di dalam ayat ini dijelaskan masalah tentang 

                                                 
   

9
 Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung : C.Q Lajnah, Edisi 2019), h. 83 

10
 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 

h. 258 



 

 

6 

penetapan harga bahwasan suatu harga hendaknya dilakukan secara sesama 

suka dan tidak ada nya usur yang melebih batas penetapan jual beli suatu 

harga. Sehingga apabila terjadi maka celaka lah kamu.   

  Ibn Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan 

ekonomis juga mengindikasikan tidak menguntungkannya bentuk 

pengawasan atas harga. Penetapan harga akan mendorong naiknya harga. 

Sebab, jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan 

pengawasan harga, meraka tidak akan mau membawa barang dagangannya 

ke suatu daerah di mana mereka dipaksa menjual barang dagangannya di 

luar harga yang diinginkan.
11

      

   Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan 

enggan menjual dan menyembunyikan barang dagangannya, sementara para 

konsumen (pembeli) sangat membutuhkan. Pembeli tidak mendapatkan 

barang-barang tersebut kecuali sedikit dengan harga yang mahal. Harga 

akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita 

karena di batasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli 

menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya, 

kenapa hal itu dilarang.
12

    

 Dari narasi di atas, dapat diketahui bahwa harga yang ditetapkan 

akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga 

yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan 

                                                 
11

 Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Qudamah, Al-Mughni Asy-Syahr Al-

Kabir, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-„Ilmiyah, T.Th), Juz IV, h. 280 

12
 Ibid., h. 281 
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atau menurunnya suplai. Dan pengawasan harga hanya akan memperburuk 

situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau 

meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk 

mengimpor barang. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam 

negeri, mencari pasar luar negeri (yang tidak terawasi) atau menahan 

produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang.
13

   

"Jadi salah kalau misalnya sekarang pemerintah mengeluarkan 

kebijakan penetapan harga". Karena jika harga terlalu naik  maka itu akan 

mempengaruhi pada masyarakat serta konsumen. Dikarenakan minyak 

goreng ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi 

dalam memasak makan. Maka dari pandangan tersebut bahwa pembuat 

skripsi untuk mencari atau meneliti. Adapun Judul Skripsi yang ingin 

saya ajukan yaitu “Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada 

Harga Minyak Goreng Di tinjau Menurut Fiqih Mumalah (Studi Kasus 

Di Desa Kotabaru  Kecamatan Keritang)”. 

 

B.  Batasan Masalah              

             Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, 

maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan di bahas, 

pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada pelaksanaan Penetapan Harga 

Eceran Tertinggi terhadap harga minyak goreng di Desa Kotabaru Kecamatan 

                                                 
13

 Parman Komarudin, “Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih”, artikel 

dari https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/download/1004/848. Diakses pada 12 Maret 

2023  

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/download/1004/848
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Keritang dan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan  Harga Eceran 

Tertinggi  (HET) Minyak Goreng Di Kotabaru Keritang. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Akibat Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)  Harga 

Minyak Goreng di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pencabutan  Harga 

Eceran Tertinggi  (HET) Minyak Goreng Di Kotabaru Keritang ? 

 

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

ialah: 

1. Untuk mengetahui Penetapan  Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Terhadap  harga Minyak Goreng  di Desa Kotabaru kecamatan 

Keritang. 

2. Untuk mengetahui Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan  Harga 

Eceran Tertinggi (HET) terhadap harga  minyak goreng di Desa 

Kotabaru Kecamatan Keritang.  

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas 
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Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah (Muamalah) dan Mahasiswa serta masyarakat pada 

umumnya terkait pemahaman mengenai penetapan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) terhadap penetapan harga minyak goreng di desa 

Kotabaru Kecamatan Keritang. 

2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian 

lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami keterkaitan 

penetapan harga minyak goreng. Diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Konsep Teoritis 

  

1. Pengertian Harga  Menurut Fiqih Muamalah  

     Harga merupakan salah satu variabel pemasaran atau penjualan. 

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang berarti bahwa segala 

bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan 

dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang menentangnya, dan 

selama harga terjadi atas dasar kewajaran dan saling menguntungkan. 

kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

       Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, 

karena tidak ada unsur kepandaian, keikhlasan, dan kondisi alam dalam 

jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan jual beli pada dasarnya 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan perbuatan riba pada 

dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan 

kejadian pada saat itu dengan perlakuan yang nyata, tanpa menimbulkan 

gejolak sosial ekonomi.
14

 

             Sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan salah satu 

bentuk kebijakan harga yang dilakukan oleh pemerintah untuk suatu 

                                                 
14

 Hariman Surya Siregar dan  Koko Khoerudin, Fiqih Muamalah, ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2019),  h.118 
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produk tertentu.
15

 Harga menjadi sesuatu yang sangat penting artinya jika 

harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi 

kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang 

didapat menjadi berkurang.   

              Penetapan harga oleh penjual atau pedagang akan 

mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau 

bahkan kerugian yang akan diperoleh apabila keputusan dalam 

menetapkan harga jual dianggap tidak tepat sasaran.
16

 Dalam menetapkan 

harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti : 

1. Penetapan harga jual oleh pasar, artinya penjual tidak dapat 

mengendalikan harga yang dilempar ke pasar. Harga ditentukan oleh 

mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan ini penjual 

tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan. 

2. Penetapan harga jual oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang 

menetapkan harga barang dan jasa, terutama yang menyangkut 

masyarakat luas. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual 

barang sesuai keinginannya. 

3. Penetapan harga jual yang dicontohkan oleh penjual oleh 

perusahaan, artinya harga ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. 

Penjual menetapkan harga dan pembeli dapat memilih, membeli atau 

                                                 
15

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 337 

16
 Soemarsono, Peranan Pokok Dalam Menentukan Harga Jual, (Jakarta: Rieneka 

Cipta, 1990), h.17 
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tidak. Harga ditentukan oleh keputusan atau kebijakan dalam 

perusahaan. 

    Menurut jumur ulama, telah disepakati bahwa Islam menjunjung 

tinggi mekanisme pasar bebas, sehingga hanya dalam kondisi tertentu 

saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari 

kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang wajar, harga normal, atau 

sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik barang maupun jasa, 

terdapat norma, etika agama, dan kemanusiaan yang menjadi landasan 

dasar bagi pasar Islami yang bersih, yaitu:
17

 

1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang 

dilarang 

2. Jadilah benar, dapat dipercaya dan jujur. 

3.  Menegakkan keadilan dan melarang riba 

4. Terapkan kasih sayang 

5. Menjunjung tinggi toleransi dan keadilan.  

 Jika harga merupakan pendapatan bagi pengusaha, maka dalam 

pengertian konsumen harga merupakan pengeluaran atau pengorbanan 

yang harus dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang 

diinginkan guna memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.
18

 Bagi 

pengusaha/pedagang harga paling mudah disesuaikan dengan kondisi 

pasar, sedangkan unsur lain seperti produk, tempat dan promosi 

                                                 
17

 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin 

(Jakarta:Gema Insani,1999), h.189 

18
 Phillip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2, 

(Jakarta: Erlangga,  2009), h. 67 
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memerlukan waktu yang semakin lama untuk menyesuaikan dengan 

kondisi pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada 

konsumen tentang kualitas barang. produk dan merek produk.  

 Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap 

kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna 

merupakan resultan dari  kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan 

fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga 

yang adil bagi penjual maupun  pembeli. Oleh karena itu, islam sangat 

memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang 

sempurna. Berdasarkan jenis jual-beli, dalam menetapkan harga. 

Setidaknya ada tiga macam jual-beli, yaitu Musawamah, Muzayadah dan 

Amanah. 

1. Musawamah  

  Jual-beli musawamah maksudnya adalah pihak penjual tidak 

menetapkan harga tanpa menyebut nilai modalnya. Penetapan harga 

seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Amanah 

            Penetapan harga berdasarkan amanah adalah dimana pihak 

penjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga 

pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. 

Dalam bentuk sehari-harinya, penetapan harga berdasarkan amanah 

ini bisa berbentuk Murabahah, tauliyah ataupun wadhi‟ah. 

3. Muzayadah 
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  Muzayadah artinya adalah saling melebihkan atau saling 

menambahi.
19

  

          Menurut Ibnu Taimiyah, naik turunnya harga tidak selalu 

disebabkan oleh tindakan tidak adil sebagian orang yang terlibat dalam 

transaksi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan pasokan 

karena infisiensi produksi, penurunan jumlah barang impor yang 

diminta atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan barang 

meningkat, sedangkan penawarannya berkurang, maka harga barang 

tersebut akan meningkat. Dan sebaliknya. Kelangkaan dan kelimpahan 

barang dapat disebabkan oleh tindakan adil atau tidak adil.
20

 

                 Islam mengatur bahwa persaingan di pasar adalah adil. 

Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan adalah dilarang, 

yaitu sebagai berikut:     

1. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong 

dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidak tahuan penjual 

dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya 

pedagang desa kekota ini (entry barrier) akan menimbulkan pasar 

yang tidak kompetitif. 

2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga 

yang sama dengan jumlah yang sedikit.  

                                                 
19

 Ahmad Sarwat,  Fiqih Jual-Beli, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018),  h. 33 

20
 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), h.144 
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3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual 

mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk. 

4. Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran 

kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma 

kering yang ditukar. 

5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma 

kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurnma mempunyai 

harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, 

kemudian membeli kurma yang lain dengan uang. 

6. Transaksi najasy dilarang karena si penjual menuruh orang lain 

memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang 

lain tertarik. 

7. Ihtikar (Penimbunan) dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas 

keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk 

harga yang lebih tinggi.  

8. Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga 

pasar.
21

 

 

2. Dasar Hukum Harga 

1) Al-Qur’an 

 Semua ibadah pada dasarnya menjadi haram jika tidak ada 

dalil yang memerintahkannya, demikian pula termasuk dalam 

muamalah atau transaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang 

                                                 
21

 Ibid.,h.145 
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melarangnya, seperti halnya dalil-dalil berikut yang berkaitan 

dengan muamalah sebagaimana tercantum dalam kata: Surat An-

Nisa (4): 29 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَِِارَةً عَنْ تَ رَاضٍ   يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
يمًااللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِ  إِنَّ  ۚ   أنَْ فُسَكُمْ  تَ قْتُ لُوا وَلَا  ۚ  مِنْكُمْ   

 

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu”.
22

 

 

    Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah melarang orang beriman 

mengambil hartanya dengan cara yang batil dengan cara mencuri, 

menipu, berjudi, riba dan hal-hal yang menjurus padanya dari 

berbagai larangan lainnya. Ini menjelaskan bahwa setelah Allah 

melarang mengkonsumsi harta dengan cara yang batil, Allah 

mengizinkan mereka untuk mengkonsumsi harta melalui 

perdagangan dan mata pencaharian yang tidak mengandung 

hambatan dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha 

dan sebagainya. 

2) Hadits  

Dalam hadits Anas bin Malik disebutkan, 

 إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازقُِ وَإِنِّّ لَأرْجُو أَنْ ألَْقَى اللَََّّ وَلَيْسَ أَحَد  
لٍ مِنْكُمْ يطُاَلبُِنِِ بِظَْلَمَةٍ فِِ دَمٍ وَلَا مَا    

                                                 
22

 Loc cit, Kemenag RI 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah lah yang berhak menaikkan dan 

menurunkan harga, Dialah yang menahan dan melapangkan 

rezeki. Saya berharap saya bisa bertemu Allah dan tidak ada 

dari kalian yang akan menuntut saya karena ketidakadilan 

darah dan harta." (HR. Abu Daud no. 3451, Tirmidzi no. 

1314, Ibnu Majah no. 2200. Tirmidzi mengatakan bahwa 

hadits ini hasan shahih .Al Hafizh Abu Thohir mengatakan 

bahwa hadits ini shahih). 

 

Dari Riwayat sahabat Anas bin Malik ini tentang masalah tas'ir atau 

pembatasan harga. Ada dua macam tas'ir: 

1. Jika harga barang di pasar dibatasi secara tidak adil. Padahal para 

pedagang menjual dengan harga yang wajar. Bahkan jika itu terjadi 

2. kenaikan harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau 

karenanya besarnya demand (permintaan). Membatasi harga dalam 

kondisi ini termasuk bentuk kezaliman karena ada paksaan tanpa 

jalan yang benar. 

Bila harga barang dibatasi di pasaran dengan adil. Pembatasan 

harga di sini dapat terjadi ketika masyarakat sangat butuh dengan barang 

tersebut, lalu barang dijual dengan harga yang tinggi dan tidak masuk 

akal. Maka orang yang membeli akan sulit untuk membayarnya karena 

disebabkan harga mahal. 

 

3) Peranan Harga  

Menurut Lilian Yulia Abadi, Harga memegang peranan penting 

bagi perekonomian makro, konsumen dan perusahaan antara lain : 

1. Bagi perekonomian, harga suatu produk mempengaruhi tingkat upah, 

sewa, bunga, laba, dan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, 
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modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi akan 

mendorong tenaga kerja, modal dan kewirausahaan untuk 

menentukan daya tarik mereka dalam penawaran dan permintaan. 

2. Untuk konsumen. Faktor harga bisa menjadi salah satu hal yang 

menjadi pertimbangan dalam membeli suatu produk. Mayoritas 

konsumen sering dipengaruhi oleh harga meskipun ada faktor lain 

seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai, fitur produk, dan 

kualitas produk. Harga yang tinggi biasanya mencerminkan kualitas 

produk yang baik atau produk tersebut spesial. Bagi perusahaan, 

harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang mendatangkan 

pendapatan.  

3. Permintaan pasar terhadap produk dipengaruhi oleh harga yang 

dapat dikatakan sebagai penentu utama. Bauran pemasaran lainnya 

membutuhkan pengeluaran dana yang besar seperti produk, 

distribusi dan promosi. Harga juga menjadi penentu pengaruh 

persaingan dalam pangsa pasar perusahaan. Harga memiliki dua 

peran utama dalam proses pengambilan keputusan pembeli, yaitu 

peran alokatif dan peran informasi: 

4. Peran alokatif harga, yaitu fungsi harga dalam membantu pembeli 

untuk memutuskan bagaimana memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli mereka. Dengan 

demikian, adanya harga dapat membantu pembeli untuk 

memutuskan bagaimana mengalokasikan daya belinya pada berbagai 
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jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga berbagai 

alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang 

diinginkan. 

5. Peran informasi harga, yaitu fungsi harga dalam mengedukasi 

konsumen tentang faktor produk, seperti kualitas. Ini sangat berguna 

dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan menilai fitur 

atau manfaat produk secara objektif. Persepsi yang sering berlaku 

adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang 

tinggi.23 

     Majelis ulama fikih yang diikat oleh Organisasi Konferensi 

Islam (OKI) yang diadakan pada pertemuan kelimanya di Kwait pada 

tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H. Bertepatan dengan tanggal 10-5 

Desember 1988 M telah mengadakan pembahasan tentang pembatasan 

keuntungan bagi para pedagang , dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Hukum asli yang diakui oleh nash dan aturan syariat adalah 

membiarkan orang bebas dalam melakukan jual beli, dan 

menjalankan hartanya dalam syariat Islam yang penuh perhatian 

dengan segala aturan di dalamnya. 

2. Tidak ada standarisasi dalam pengambilan keuntungan yang 

mengikat pedagang dalam melakukan transaksi jual belinya. Hal ini 

diperbolehkan sesuai dengan kondisi dunia usaha pada umumnya 

dan kondisi pedagang serta kondisi barang dagangan dengan tetap 

                                                 
23

 Lilian Yulia Abadi, Evaluasi Strategi Penetapan Harga Jual Dalam Bisnis Gourmet 

Landcafé, Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis, (Volume 1, Nomor 1, April 2016), h.113 
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memperhatikan kode etik yang disyariatkan oleh Islam, seperti 

kesopanan, qana'ah, toleransi dan fasilitasi. 

3. Banyak dalil dalam ajaran hukum Islam yang mewajibkan segala 

bentuk mu'amalah bebas dari hal-hal yang diharamkan seperti judi, 

menipu, memanipulasi, memanfaatkan kebodohan orang lain, 

memanipulasi keuntungan (monopoli penjualan) yang semuanya itu 

merugikan masyarakat umum dan kalangan khusus.24 

 

4) Konsep Penentuan Harga  

Konsep harga dalam ilmu ekonomi konvensional adalah sebagai berikut; 

1. Harga historical cost, yaitu total biaya sebenarnya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi suatu barang ditambah biaya-biaya lain agar 

barang tersebut beredar di pasaran; 

2. Harga biaya normatif, yaitu jumlah biaya yang harus dikeluarkan 

ditambah biaya-biaya lain agar barang beredar di pasaran.
25

 

               Konsep penetapan harga dalam Islam adalah adil Islam sangat 

menjunjung tinggi keadilan (al `adl/keadilan), termasuk dalam penetapan 

harga. Adanya harga yang wajar menjadi pedoman mendasar dalam 

transaksi Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan 

harga yang wajar, karena merupakan cerminan dari komitmen syariat 

Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Konsep harga yang adil yang 

                                                 
24

 Adiwarman A. Karim, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Darul Haq, Jakarta, 2004), h. 

82. 

25
 Fuad, M dkk. Pengantar Bisnis, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet.ke-3. 2003), 

h.162.
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didasarkan pada konsep harga yang adil jelas menunjukkan pandangan 

yang lebih maju dalam teori harga daripada konsep harga yang setara. 

Konsep harga ekuivalen hanya melihat harga dari sisi produsen karena 

didasarkan pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memiliki 

rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, karena konsumen juga 

memiliki penilaian tersendiri terhadap harga suatu barang. 

 

5) Harga Dalam Persepektif  Islam 

             Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi dalam akad, yaitu 

sesuatu yang diserahkan dalam akad, baik lebih kecil, lebih besar, atau 

sama dengan nilai barang. Biasanya, harga tersebut digunakan sebagai 

pertukaran barang yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad.
26

 

             Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga adalah 

kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan 

tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Harga harus disepakati oleh 

kedua belah pihak dalam akad, apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama 

dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.
27

 

      Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: 

“Harga memiliki dua bentuk; ada yang diperbolehkan dan ada yang 

dilarang. Tas‟ir itu zalim, itu yang haram dan ada yang adil, itu yang 

boleh.”
28

 Qardhawi lebih lanjut menyatakan bahwa jika penetapan harga 

                                                 
  

26
 Rachmat Syafei, MA. Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),  h. 87 

27
  Ibid., h. 88 

28
 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 
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dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka 

senangi, maka hal ini tindakan tidak dibenarkan oleh agama resmi, maka 

ini diperbolehkan dan harus dilaksanakan. 

    Pada bagian ini, pandangan dan pemahaman para sahabat dan 

imam madzhab sunni dalam memahami hadis tersebut di atas dan realitas 

kebijakan Rasullullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas 

perdagangan, sebagai berikut: 

1. Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab 

berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, 

Islam mewajibkan pemerintah untuk mengintervensi harga, jika 

kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. 

Bahkan Umar Ibn al-Khattab pernah menegur seorang pedagang 

bernama Habib ibn Abi Balta'ah karena menjual arak kering di 

bawah harga pasar, dengan mengatakan: Artinya: Naikkan harga 

(barang dagangan Anda) atau Anda tinggalkan pasar kami.
29

 

2. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas memahami hadits 

tersebut di atas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas 

tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan 

harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup 

orang banyak. 

3. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pemerintah 

tidak berhak menetapkan harga dengan alasan sebagai berikut: 

                                                 
29

 Abdullah Alwi Hasan, Sales and Contracks in Early Islamic Comercial Law, 

(London: Edinburg Press, 1986),  h. 50. 
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Pertama, Nabi tidak pernah menetapkan harga meskipun rakyat 

menginginkannya. Jika diperbolehkan untuk melakukannya 

(menetapkan harga), Nabi akan melakukannya. Kedua, penetapan 

harga adalah ketidakadilan (dzulm) yang dilarang, karena masalah 

ini menyangkut hak milik seseorang. setiap orang berhak menjual 

komoditas perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli.30  

            Dari ketiga golongan ulama di atas, mereka dapat dikategorikan 

dalam dua istilah sederhana: Pertama, Imam Syafi'i dan Ahmad bin 

Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak berhak menetapkan harga 

dan Kedua, Umar bin al-Khattab dan Imam Abu Hanifah dan Imam 

Malik bin Anas berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu untuk 

melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah 

untuk campur tangan dalam harga. 

    Pemahaman tentang larangan penetapan harga (termasuk upah 

dalam transaksi persewaan atau tenaga kerja) sekalipun harga sedang 

naik, karena jika harga ditetapkan murah akan menyulitkan penjual. 

Sebaliknya, mempersulit pembeli jika harga yang ditetapkan mahal. 

Sedangkan penyebutan darah dan harta dalam hadits ini hanyalah kiasan. 

        Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang 

bertransaksi, maka fluktuasinya diserahkan kepada mereka. Oleh karena 

itu, imam atau penguasa tidak berhak mencampuri hak-haknya kecuali 

                                                 
30
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jika menyangkut keadaan yang membahayakan masyarakat umum. Jika 

terjadi perselisihan antara dua pihak, penjual dan pembeli, maka pihak 

yang bersangkutan harus berijtihad untuk kepentingannya sendiri. 

 

B. Penelitian Terdahulu         

            Sel  ain menggunakan referensi-referensi pustaka, penelitian ini juga 

mengambil poin-poin penting yang pada skripsi dari penelitian terdahulu 

terkait dengan tema yang dikaji untuk memperoleh perbandingan dari 

keduanya. Diantaranya penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama/judul Penulis Hasil 

Perbedaan Penelitian 

Terdahulu Dengan 

Penelitian Sekarang 

Pelanggaran 

Harga  Eceran 

Tertinggi 

(HET) Atas 

Obat Genetik 

Ditinjau Dari 

Hukum Positif 

Dan Hukum 

Islam (Studi 

Vivian 

Najihah, 2018 

Penelitan Ini 

Membahas 

Tentang 

Permasalahan 

Pelanggaran 

Harga Eceran 

Tertinggi (HET) 

Atas Obat 

Genetik Tentang 

Penelitian Ini Adalah 

Membahas Tentang 

Masalah Pelanggaran 

Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Atas Obat 

Genetik Sedangkan 

Penelitian Yang Di Buat 

Peneliti Adalah Masalah 

Pencabutan Harga 
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Kasus Pada 

Toko 

Kelontong Di 

Desa 

Karangsono 

Kecamatan 

Ngunut 

Kabupaten 

Tulungagung) 

Bagaimana 

Pelanggaran 

Yang Terjadi 

Pada Obat 

Genetik Ditinjau 

Dari Hukum 

Islam Positif 

Dan Hukum 

Islam 

Eceran Tertinggi (HET) 

Pada Penetapan Harga 

Eceran Tertinggi Pada 

Penetapan Harga Minyak 

Goreng. subjek Dari 

Penelitian Ini Berbeda 

Dengan Penelitian 

Sekarang Yaitu Dimana 

Penelitian Terdahului Itu 

Masyarakat Di Desa 

Karangsono Kecamatan 

Ngunut Kabupaten 

Tulung Agung 

Sedangkan Penelitian 

Sekarang Yaitu 

Masyarakat Di desa 

Kotabaru Kecamatan 

Keritang.
31

 

Penetapan 

Harga Di Atas 

Harga Eceran 

Miftahurrahma, 

2022 

Penelitian Ini 

Membahas 

Tentang 

Perbedaan Penelitian  

sekarang Dengan 

Penelitian Terdahulu 

                                                 
31

 Vivin Najihah, “Pelanggaran Harga Encer Tertinggi (HET) Atas Obat Generik 

Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Islam” (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018 ) 
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Tertinggi Pada 

Penjualan Gas 

Lpg 3 Kg Oleh 

Pangkalan Lpg 

Pertamina 

(Studi Kasus 

Di Kecamatan 

Daha Utara 

Kabupaten 

Hulu Sungai 

Selatan) 

Masalah 

Penetapan 

Harga Di Atas 

Harga Eceran 

Tertinggi Pada 

Penjualan Gas 

Lpg 3 Kg Oleh 

Pangkalan Lpg 

Pertamina 

(Studi Kasus Di 

Kecamatan 

Daha Utara 

Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan). 

Dimana 

Penelitian Ini 

Lebih Mengarah 

Kepada 

Penetapan 

Harga Gas Lpj 3 

Kg 

Adalah Penelitian  

Terdahulu  Membahas 

Tentang Objek Masalah  

Penetapan Harga Di Atas 

Harga Eceran Tertinggi 

Pada Penjualan Gas Lpg 

3 Kg Oleh Pangkalan 

Lpg Pertamina.  

Sedangkan, Penelitian 

Sekarang Objek 

membahas Tentang 

Masalah Pencabutan 

Harga Eceran (HET) 

Pada Penetapan Harga 

Minyak Goreng Di 

Tinjau Menurut Fiqih 

Muamalah. Perbedaan 

Penelitian Terdahulu 

Dengan Sekarang Yaitu 

Dari Subjek Penelitian 

Nya. Subjek Penelitian 

Terdahulu Masyarakat  

Di Kecamatan Daha 
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Utara Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 

Sedangkan, Penelitian 

Sekarang Subjek  

Penelitiannya Adalah 

Masyarakat Di Desa 

Kotabaru Kecamatan 

Keritang.
32

 

Dampak 

Penetapan 

Harga Eceran 

Tertinggi 

Terhadap 

Harga Dan 

Ketersediaan 

Beras Di 

Tingkat 

Pedagang Pasar 

Tradisional 

Sumatera 

Selatan 

 

Thirtawati, 

2019 

Penelitian Ini 

Membahas 

Tentang 

Masalah 

Dampak 

Penetapan 

Harga Eceran 

Tertinggi 

Terhadap Harga 

Dan 

Ketersediaan 

Beras Di 

Tingkat 

Pedagang Pasar 

Tradisional 

Sumatera 

Perbedaan Penelitian 

Sekarang Dengan 

Penelitian Terdahulu 

Adalah Penelitian 

Terdahulu Membahas 

Dampak Penetapan 

Harga Eceran Tertinggi 

Terhadap Harga Dan 

Ketersediaan Beras Di 

Tingkat Pedagang Pasar. 

Sedangkan, Penelitian 

Sekarang Masalah 

Pencabutan Harga 

                                                 
32

 Miftahurrahma, “Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran Tertinggi Pada Penjualan 

Gas Lpg 3 Kg Oleh Pangkalan  Lpg Pertamina “(Skripsi: UIN Antasari, 2022) 
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Selatan. Dimana 

Bagaimana 

Dampak Dari 

Harga Eceran 

Tertinggi Pada 

Ketersedian 

Beras Tersebut. 

 

Eceran (HET) Pada 

Penetapan Harga Minyak 

Goreng Di Tinjau 

Menurut Fiqih 

Muamalah. Penelitian 

Terdahulu Dengan 

Penelitian Sekarang 

Berbeda Dari Subjek 

Penelitian. Subjek  

Penelitian Terdahuhu 

Masyarakat Di Pasar 

Tradisional Sumatera 

Selatan. Sedangkan, 

Penelitian Sekarang 

Adalah Masyarakat Di 

Desa Kotabaru 

Kecamatan Keritang.
33

 

Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Tiyasmara 

Shinta , 2020 

Penelitian Ini 

Membahas 

Tentang 

Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu 

                                                 
33

 Thirtawati, “Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga Dan 

Ketersediaan Beras Di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan”, ( Jurnal: 

Universitas Sriwijaya, 2019) 
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Pelaksanaan 

Permendag 

Nomer.57/M-

Dag/Per/8/2017 

Tentang 

Penetapan 

Harga Eceran 

Tertinggi Beras 

(Studi Di Pasar 

Tempel 

Sukarame 

Bandar 

Lampung). 

Masalah 

Pelaksanaan 

Permendag 

Nomer.57/M-

Dag/Per/8/2017 

Tentang 

Penetapan 

Harga Eceran 

Tertinggi Beras. 

Hasil Penelitian 

Ini Lebih 

Mengarah 

Kepada 

Penetapan 

Harga Eceran 

Beras Yang 

Terjadi Di Pasar 

Tempel 

Sukarame 

Bandar 

Lampung. 

terletak dari objek  

penelitiannya yang 

dimana penelitian 

terdahulu membahas 

tentang masalah 

Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan 

Permendag 

Nomer.57/M-

Dag/Per/8/2017 Tentang 

Penetapan Harga Eceran 

Tertinggi Beras. 

Sedangkan, penelitian 

sekarang membahas 

tentang masalah 

Pencabutan Harga 

Eceran (HET) Pada 

Penetapan Harga Minyak 

Goreng Di Tinjau 

Menurut Fiqih 

Muamalah. Peberbedssn 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian 
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sekarang yakni dari 

subjek penelitiannya. 

Yang dimana subjek 

penelitian terdahulu  

Masyarakat Di Pasar 

Tempel Sukarame 

Bandar Lampung. 

Sedangkan, penelitian 

sekarang yakni subjek  

penelitiannya 

Masyarakat Di Desa 

Kotabaru Kecamatan 

Keritang.
34

 

Analisis 

Maslahat 

Terhadap 

Praktek 

Penetapan 

Harga Eceran 

Tertinggi Lpg 3 

Kg Di Panca 

Nurhasnah, 

2021 

Penelitian ini 

membahas 

masalah dan 

hasil Analisis 

Maslahat 

Terhadap 

Praktek 

Penetapan 

Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian sekarang 

adalah terletak dari 

Objek penelitian dan 

hasil penelitian. 

Penelitian terdahulu 

membahas tentang 

                                                 
34

 Tiyasmara Shinta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag 

Nomer.57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras”, ( Skripsi: 
UIN Raden Intan Lampung, 2020) 
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Lautang 

Kabupaten 

Sidrap   

Harga Eceran 

Tertinggi Lpg 3 

Kg.  

masalah Analisis 

Maslahat Terhadap 

Praktek Penetapan Harga 

Eceran Tertinggi Lpg 3 

Kg. Sedangkan, 

penelitian sekarang 

membahas tentang 

masalah Pencabutan 

Harga Eceran (HET) 

Pada Penetapan Harga 

Minyak Goreng Di 

Tinjau Menurut Fiqih 

Muamalah. Perbedaan 

penelitian terdahulu 

dengan sekarang terletak 

pada Subjek 

penelitiannya dimana 

penelitian terdahulu 

Masyarakat Di Panca 

Lautang Kabupaten 

Sidrap. Sedangkan, 

penelitian sekarang  

yakni penelitiannya 
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Masyarakat Di Desa 

Kotabaru Kecamatan 

Keritang.
35
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 Nurhasnah, Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi 

Lpg 3 ( Jurnal: IAIN Parepare, 2021) 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) 

yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan 

dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian yang dilakukan 

oleh saya ialah penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu suatu metode 

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang 

dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
36

  

 

B. Pendekatan Penelitian  

               Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, terknik 

pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisai. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 6 
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data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data 

yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang 

tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ini untuk mengetahui 

tentang masalah Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Penetapan 

Minyak Goreng  Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kotabaru 

Kecamatan Keritang). 

 

C. Lokasi penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang, 

terhadap “Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)  terhadap  harga  minyak 

goreng studi kasus  didesa Kotabaru Kecamatan Keritang. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

a) Subjek Penelitian 

  Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di desa 

Kotabaru Kecamatan Keritang. 

b) Objek Penelitian 

 Yang menjadi objek penelitian adalah terhadap pandangan 

masyarakat terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap 

harga minyak goreng ditinjau menurut fiqih muamalah (studi kasus di  

Desa Kotabaru Kecamatan Keritang). 

 

E. Informan Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 
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tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi 

ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan 

dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.
37

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 informan. Yaitu sebagai 

sampel dalam penelitian. Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan 

total sampling yaitu pengambilan seluruh dari informan yang ada. Untuk 

sampel penelitian ini lebih kearah pedagang. Karena, para pedagang 

mengetahui informasi yang ada dengan masalah penelitian yang penelitian 

buat. Maka, pengmabilan sampel ini dilakukan di Desa Kotabaru Kecamatan 

Keritang. 

 

F. Sumber Data 

a) Data Primer 

               Data primer adalah data yang diperoleh langung dari subjek 

penelitian  melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk 

dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui Teknik wawancara 

kepada penjual barang dan obsevarsi terhadap pedagang. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah tesedia dalam bentuk 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan 

peraturan perundang-undangan.
38
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c) Data Tersier 

                   Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas 

yakni data primer dan skunder. Data ini diperoleh melalui kamus, 

insklopedia dan lain sebagainya yang masih ada ketekaitannya dengan 

masalah yang diteliti.
39

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

      Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai 

berikut:  

a) Observasi 

 Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek 

dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi 

sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus 

diadakan. 

b) Wawancara 

          Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah 

ditentukan. 
40

 Peneliti melakukan wawancara kepada  para pedagang 
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yang merasa di rugikan dengan adanya penetapan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) terhadap  harga minyak goreng Di Kecamatan Keritang. 

c) Dokumentasi         

    Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan 

menelaah peninggalan tertulia terutama berupa arsip-arsip dan termasuk 

juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat bebentuk dokumen 

public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam 

mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Desa 

Kotabaru Kecamatan Keritang. 

 

H. Teknik Analisis Data       

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.  

          Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang 

menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau 

manipulasi pada variabel yang di teliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan 

untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian 
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dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai 

tujuan awal. 

 

I. Metode Penelitian                  

a) Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati,  

yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, dedengar dan diamati 

dengan alat indra peneliti.       

b) Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianaisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

J.  Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Kotabaru Kecamatan Keritang 

       Kotabaru Seberida merupakan salah satu desa yang ada di 

kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau, Indonesia. 

Kotabaru Seberida adalah salah satu desa yang ada di Indragiri Hilir 

Selatan (INSEL), desa ini berada pada jalan lintas penunjang/perintis, 

dengan beberapa titik infrastruktur jalan yang sangat lebar dan 

merupakan salah satu akses darat yang menghubungkan desa ini hingga 

ke lintas timur. Desa yang dihuni beragam etnis ini menggunakan Bahasa 

Melayu sebagai bahasa sehari-hari dalam berinteraksi. Desa yang berada 

disisi Sungai Gansal ini bisa dicapai dengan jalan laut maupun jalan 

darat.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Keritang,_Indragiri_Hilir
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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         Desa Kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana 

sebelum berdiri desa Kotabaru Seberida merupakan bagian dari 

Kecamatan Seberida dan dengan berdirinya desa Kotabaru Seberida ini 

sebagai desa baru atau Kotabaru maka diberi nama desa ini yaitu Desa 

Kotabaru Seberida. 

          Desa Kotabaru Seberida adalah salah salah satu desa dari 1 

Kelurahan dan 16 desa yang ada di Kecamatan Keritang, Kabupaten 

Indragiri Hilir. Desa Kotabaru Seberida memiliki 10 Dusun, 10 Rukun 

Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT). Pada tahun 1940 – 14 Juli 

1965, desa Kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan 

Seberida, Kabupaten Indragiri Provinsi Riau.
41

 

 

Periodisasi Kepala Desa Kotabaru Keritang 

1. Ibrahim (1940-1947) 

2. Sikin (1947-1952) 

3. H. Ahmad Kahar (1952) 

4. Abdul Rahman Sikin, H. M. Noer, O E (1985-1990) 

5. H. Idarwis Idris (1990-1998 s/d 1998-2006) 

6. Tarmizi Yusuf (2007-2013, Pjs Periode I 1998, Pjs Ini 2013-2015) 

7. Darul Kutni (Pjs Tahun 2015) 

8. Tarmizi Yusuf (2016 - 2021) 
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 Startistik gambaran sejarah kotabaru kecamatan keritang 



 

 

40 

9. Muslim Ridar
 
(2022- sekarang)

42
 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kotabaru Kecamatan 

Keritang 

 

1) Kepala Desa  : Muslim Ridar 

2) Sekretaris Desa  : Yulisma, S. Kom 

3) Urusan Umum : Asni Putri Reza 

4) Urusan Keuangan : Siti Maimunah 

5) Urusan Perencanaan : Ilyas, S. Kom 

6) Seksi Pemerintahan : Agus Salim, SE 

7) Seksi Kesejahteraan : Nanawati 

8) Seksi Pelayanan : Bobi Chandra 

9) Kadus Mulia : Speko Mirza S. E 

10) Kadus Taqwa : Yoppan Izzi 

11) Kadus Duku : Eno Saputra 
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 Startistik  Jabatan Kepala Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Tahun 2021 

Kepala Desa 
Muslim Ridar 

Urusan 
Umum Asni 
Putri Reza 

urusan 
keuangan siti 
maimunah 

urusan 
perencanaan 
ilyas, s. kom 

Seksi 
Pemerintahan 
Agus Salim, 

SE 

seksi 
kesejahteraan 

nanawati 

Sekretaris Desa 
Yulisman, S. 

Kom 
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12)  Kadus Keramat : Jumriadi 

13) Kadus Mekar : Hendri Jupisa 

14) Kadus Pelita : M. Luthfi 

15) Kadus Belimbing : Roni S. E 

16) Kadus Teladan : Syamsudin S. E 

17) Kadus Sepakat : suprapto 

18) Kadus Damai : Rustam43 

 

Lembaga Kemasyarakatan 

1. Perangkat Desa 

2. BPD 

3. LPM 

4. Kelompok Tani 

5. KL SPP 

6. Majelis Taklim 

7. RT 

8. PKK
44

 

 

2. Kondisi Geografis Desa 

    Secara geografis, desa Kotabaru Seberida terletak di bagian 

selatan kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 3.720 

M² dengan batas sebagai berikut : 
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 Startistik Pemerintahan Desa Kotabaru Kecamatan Keritang 2022 

44
 Startistik Lembaga Kemasyarakatan Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Tahun 2022 
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 Sebelah Timur Berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reteh 

 Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Pasar Kembang 

 Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Kembang Mekar Sari 

 Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Kayu Raja45 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Ketua :Daniel Ibrahim , S. Hum 

2. Wakil Ketua : Abdul Hamid 

3. Sekretaris : Suryatin 

4. Anggota : Herman Junaidi, Kaspul Ahtar, Burhanudin, Asiswan, 

Taufik G, Amad Suhaimi. 

 

Pembagian Wilayah Desa 

 Desa Kotabaru Seberida terdiri dari 10 (sepuluh) Dusun, 10 

(sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 50 (lima puluh) Rukun Tetanga (RT) 

dengan perincian sebagai berikut : 

1. Dusun Mulia terdiri dari 1 RW dan 6 RT 

2. Dusun Pelita terdiri dari 1 RW dan 4 RT 

3. Dusun Mekar terdiri dari 1 RW dan 5 RT 

4. Dusun Taqwa terdiri dari 1 RW dan 6 RT 

5. Dusun Belimbing terdiri dari 1 RW dan 6 RT 

6. Dusun Duku terdiri dari 1 RW dan 4 RT 

7. Dusun Teladan terdiri dari 1 RW dan 3 RT 

                                                 
45

 Startistik Letak Geografi Kotabaru Kecamatan Keritang 
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8. Dusun Sepakat terdiri dari 1 RW dan 5 RT 

9.  Dusun Damai terdiri dari 1 RW dan 4 RT 

10. Dusun Keramat terdiri dari 1 RW dan 5 RT46 

 

3. Visi Dan Misi Kotabaru Kecamatan Keritang 

VISI 

"MEWUJUDKAN KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI DAERAH 

UNGGULAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN 

SERTA KEMANDIRIAN MENUJU MASYARAKAT YANG 

BERKUALITAS DAN SEJAHTERA"
47

 

MISI 

Tabel IV.1 

Misi Kotabaru Keritang  

1. Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi di bidang 

pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan 

kelautan untuk menunjang Ekowisata dan Agrobisnis serta 

mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan 

memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru. 

 

2. Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro 

kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan 

                                                 
46

 Startistik Kepala Dusun Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Tahun 2022 

47
 Visi Desa Kotabaru Kecamatan Keritang  
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berwawasan lingkungan. 

 

3. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera. 

 

4. Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif 

dan gotong royong. 

. 

  

5. 

Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil. 

 

6. Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial, dan 

penanggulangan/ pengentasan kemiskinan. 

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan 

berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, 

partisipatif, dan transparan. 

 

4. Pendidikan Dan Agama 

a. Pendidikan  

    Sarana pendidikan yang ada di Desa Kotabaru Seberida 

kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan 

telah memadai dalam  kategori desa. Dikarenakan tersedia 2 PAUD, 
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1 TK, 4 SD, 2 SMP, Serta 2 SMA. Dalam kategori ini dapat 

dikatakan bahwan tingkat pendidikan masyarakat yang  ada di desa 

Kotabaru Seberida lebih baik dari tahun-tahun yang lalu.
48

 

b. Agama 

              Penduduk di Desa Kotabaru Seberida ini mayoritas 

menganut agama islam dan beberapa orang saja yang beragama non-

muslim. Sebanyak 8.687 jiwa penduduk yang menganut agama 

islam,dan untuk penduduk yang memeluk agama  kristen sebanyak 

17 jiwa.
49

 

 

5. Keadaan Ekonomi  

               Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa 

Kotabaru Seberida secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini 

dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau 

pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat 

dipastikan bersumber modal usaha dari pemerintah. Yang menarik 

perhatian  penduduk desa kotabaru seberida masih yang memiliki usaha 

atau mata pencarian tetap dibidang perganian dan perkebunan, tetapi 

dalam hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat desa kotabaru 

seberida masih kurang yang mengerti dan memahami ilmu pengetahuan 

dibidang pertanian dan perkebunan.
50
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 Pendidikan Yang Ada Didesa Kotabaru Kecamatan Keritang 

49
 Jumlah Agama Yang Ada Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang 
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 Keadaan Ekonomi Penduduk Kotabaru Keritang 
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       Karena kurangnya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam 

hal ini, bagaiamana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik 

dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyrakat untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan 

hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk 

bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi 

perkebunan dan pertanian, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di 

desa kotabaru seberida tetapi tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan 

pemerintah yang menugaskannya. Penduduk kotabaru seberida banyak 

tergantung dari hasil pertanian, buruh dan kerja berdagang.   

    Kotabaru keritang juga merupakan salah satu desa yang banyak 

menghasilkan kelapa sawit. Itupun terkadang harga kelapa sawit tidak 

menentu dan selalu turun naik harga. Pengaruh itu juga dapat dijadikan 

ekonomi yang semakin sulit. Karena, masyarakatnya masih banyak 

tergantung dari hasil panen. Apalagi kebanyakan penduduk diatas rata-

rata. Penduduk kotabaru keritang juga masih banyak berkecimpungan 

sebagai nelayan. Karena, sungai di desa kotabaru seberida memiliki 

sungai yang luas. Sebagian penduduk kotabaru seberida lebih banyak 

kerja diluar sehingga jumlah penduduk setiap tahun selalu berkurang dan 

bertambah dan ada juga masyarakat kotabaru yang kuliah di luar demi 

pendidikan yang dicapai.
51

 Hal Ini menyebabkan masyarakat desa 
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 Startistik Perkerja Masyarakat Kotabaru Keritang 
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kotabaru seberida belum terlepas dari kemiskinan seperti yang terlihat 

dibawah ini: 

Tabel IV.1.   

Mata Pencarian Penduduk Desa Kotabaru Seberida Dari Tahun 

2022-2023 

NO Mata Pencarian 
Jumlah 

Orang 
Presentase 

1 Petani/Pekebun 3.631 40,10% 

2 Buruh Tani  139 1,53% 

3 Pedagang 1.238 13,67% 

4 Peternak  193 2,13% 

5 Serabutan  507 5,60% 

6 Perabot    9 0,09% 

7 PNS/TNI/POLRI  458 5,05% 

8 Tenaga Honor  484 5,34% 

9 Ibu Rumah Tangga 1.967 21,72% 

10 Sopir    30 0,60% 

11 Buruh Bangunan    34 0,37% 

12 Nelayan  363 4,00% 

JUMLAH 9.053 100% 

Sumber Data :Startistik  Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida, 2023 

    

`   Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa pada umumnya 

penduduk Desa Kotabaru Seberida mayoritas bekerja atau mata 

pencahariannya adalah sebagai petani berjumlah 3.631 jiwa yaitu sebesar 
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40,10% dari 9.053 jiwa masyarakat yang bekerja. Sedangkan yang 

bekerja sebagai buruh tani berjumlah 139 jiwa yaitu sebesar 1,53%. 

Kemudian yang bekerja sebagai Pedagang sebanyak jiwa yaitu sebesar 

12,38%, selanjutnya yang bekerja sebagai peternak yaitu 139 atau 2,13%. 

Kemudian yang bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI sebanyak 458 jiwa 

atau sebesar 5,05%. kemudian penduduk yang bekerja Serabutan 

berjumlah 507 atau sebesar 5,60%. kemudian yang bekerja sebagai supir 

berjumlah 30 atau sebesar 0,60% kemudian yang bekerja sebagai Tenaga 

Honor berjumlah  484 atau sebesar 5,34%. Kemudian yang bekerja 

sebagai ibu rumah tangga sebanyak 1.291 atau sebesar 25,83%. 

Kemudian yang bekerja sebagai buruh bangunan berjumlah 34 jiwa atau 

sebesar 0,37%dan yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 363 atau 

sebesar 4,00% namun yang paling sedikit dari beberapa jenis pekerjaan 

di atas adalah penduduk yang bekerja sebagai perabot yaitu sebesar 

0,09% yaitu hanya berjumlah 9 orang 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.   Kesimpulan 

     Penetapan   HET atau maximum retail price adalah sebuah harga 

eceran tertinggi dimana menarik harga sebelumnya dan diubah harga nya 

sebelum terjadinya het. Yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang 

dijual pada suatu negara. HET ditetapkan oleh produsen dan pengecer 

diperbolehkan untuk menjual produk dengan harga di bawah HET. Sejatinya, 

HET hanyalah harga rekomendasi dan berbeda dengan harga eceran resmi 

sehingga HET tidak dapat ditegakkan oleh undang-undang. Karena tidak 

diatur oleh undang-undang, HET biasanya diatur dalam peraturan-peraturan, 

seperti peraturan daerah ataupun peraturan menteri atau bisa juga diatur 

dalam suatu surat keputusan. Ada beberapa masalah tentang adanya 

pencabutan harga eceran tertingii (HET) pada minyak goreng. 

1. Pencabutan harga eceran tertinggi (HET) pada penetapan harga minyak 

goreng di desa kotabaru keritang. Minyak goreng mengalami kenaikan di 

setiap tempat. Mengingat minyak goreng adalah salah satu kebutuhan 

masyarakat yang terpenuhi. Karena masyarakat sering menggunakan 

minyak goreng untuk menggoreng makanan. 

2. Ditinjau menurut islam terhadap pencabutan harga tertinggi (HET) pada 

penetapan harga minyak goreng, pencabutan harga eceran tertinggi ini di 

cabut mengakibatkan harga di pasar mengalami kenaikan. Hal ini lah 
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dilarang dalam islam, sebab untuk menetapkan suatu harga hanya aAlah 

SWT yang berhak menahan harga tersebut. 

 

B.    Saran  

Dari kesimpulan diatas, maka  penulis memberi saran yaitu: 

1. Untuk pemerintah seharusnya lebih bijak menjaga stabilitas harga 

minyka goreng terhadap penetapan harga eceran tertinggi ( HET ) harga 

minyak goreng. Hal ini berdampak bagi masyarakat yang masih sangat 

membutuhkan minyak goreng untuk memasak dikarenakan minyak 

goreng yang terlalu mahal dipasaran sehingga masyarakat masih banyak 

kesulitan untuk menjual dengan harga segitu. 

2. Untuk pedagang,  yaitu sebagai pedagang juga tidak harus menaikan 

harga terlalu tinggi hal ini menyebabkan sulitnya para pembeli untuk 

membeli minyak goreng.  Hal ini  untuk  mengurangi  ketidaksesuaian  

antara  pesanan  di awal dengan  hasil  jadi  barang. 

        Semoga pedagang kedepannya lebih bijak dalam meneatapkan harga 

yang sesuai harga enceran tertinggi ( HET ) pada harga minyak goreng hal 

ini berdapak bagi konsumsi masyarat kotabaru keritang. Yang dimana 

masyarakat disana bergantungan pada minyak goreng.  
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Lembaran Wawancara Dari Pedagang Di Desa Kotabaru Keritang 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak atau ibuk tentang adanya penetapan  

harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng di desa 

kotabaru kecamatan keritang ? 

2. Apa menurut pendapat bapak atau ibuk faktor yang mempengaruhi harga 

minyak goreng mengalami kenaikan dan ditetapkan dengan harga tinggi ? 

3. Berapa harga jual minyak goreng  yang ditawarkan kepada konsumen 

sekarang ini, mengenai terjadinya penetapan  harga eceran tertinggi (HET) 

pada harga minyak goreng di desa kotabaru keritang ? 

4. Bagaimana pendapat bapak atau ibuk sebagai pedagang menjual minyak 

goreng tersebut ? 

5. Apakah pandapat bapak ibuk tentang pengaruh besar terjadinya kenaikan 

harga minyak goreng tersebut dengan harga barang yang lain ? 

6. Bagaimana saran dan masukan bapak terhadap harga minyak goreng yang 

tidak stabil dan langka ini ? 
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Dokumentasi tentang harga minyak goreng di desa kotabaru kecamatan 

keritang 
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Wawancara Langsung Bersama Bapak Ahmad Tentang Masalah Harga 

Minyak Goreng 

Dokumentasi ke toko tentang masalah harga minyak goreng 

 

 

 

 



 

 

74 

 

 

 

  

 

 

Dokumentasi Bersama Karyawan Toko Pak Budi 
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